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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah tangkap merupakan bentuk kekeliruan serius dalam sistem peradilan 

pidana yang terjadi ketika seseorang ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum 

yang sah atau berdasarkan kesalahan identitas (error in persona). Kekeliruan ini 

umumnya terjadi karena penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, atau 

karena adanya pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks 

ini, error in persona tidak hanya mencerminkan kesalahan administratif semata, 

melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang 

dijamin oleh konstitusi. Kasus salah tangkap tidak terjadi dalam ruang hampa, 

melainkan sering kali diiringi dengan bentuk-bentuk pelanggaran lain seperti 

penyiksaan, manipulasi alat bukti, hingga tekanan terhadap tersangka untuk 

mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Apabila pengakuan yang dijadikan 

alat bukti diperoleh melalui paksaan fisik atau psikologis, maka pengakuan tersebut 

seharusnya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip ex 

injuria jus non oritur dari pelanggaran hukum tidak dapat lahir hak hukum.1 

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak tersangka dan 

terdakwa merupakan bagian integral dari prinsip due process of law. Pasal 68 

KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk 

 
1 Efendi, S., Pancaningrum, R. K., Hukum, M., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., & Tangkap, 

S. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap ( Error in Persona ). Education and 

Development, 9(3), 591. 
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menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila proses hukum yang dijalankan 

melanggar hukum atau keliru. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 95 KUHAP 

yang memberikan mekanisme formal bagi korban salah tangkap untuk menuntut 

pertanggungjawaban negara. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 22 KUHAP 

mendefinisikan ganti kerugian sebagai hak untuk memperoleh pemulihan berupa 

uang akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak sah 

atau keliru. Hak ini bersifat konstitusional dan wajib dipenuhi oleh negara, bukan 

semata-mata sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai konsekuensi logis dari 

prinsip negara hukum (rechtsstaat).2 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) dan (3)  Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa, “(2) Berita acara dibuat oleh 

pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan 

dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (3) berita acara tersebut selain ditandatangani 

oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang 

terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)”. Dengan demikian penyidik 

diharuskan untuk menyusun berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi. Dari 

berita acara tersebut, setelah dikompilasi, dapat diketahui apakah tersangka yang 

diperiksa benar-benar merupakan individu yang diduga kuat melakukan tindak 

pidana, sehingga menghindari kemungkinan terjadinya error in persona akibat 

kesalahan penangkapan atau penahanan, dimana seluruh berita acara tersebut 

disatukan dalam satu berkas perkara. Berdasarkan pasal 80 KUHAP menyatakan 

 
2 Sofyan, A. M., Asia, A., & Ilyas, H. A. (2020). Hukum acara pidana (A. M. Sofyan, Ed.). Prenada 

Media. Hal. 54.  
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bahwa, “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 

penyidikan atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada 

ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Berkas perkara tersebut 

diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari. Proses ini 

dikenal sebagai proses pra-penuntutan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) 

KUHAP yang menyatakan, “(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan 

dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari 

wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah 

lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, 

penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 

tentang hal sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan 

kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum”. Dari uraian tersebut, 

penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian, yang pertama, 

untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana dan siapa saja yang 

menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Langkah ini sangat penting guna 

menghindari terjadinya error in persona. Selanjutnya, dalam hal penyerahan 

tersangka beserta barang bukti, penuntut umum kembali memikul tanggung jawab 

atas pemeriksaan tersangka yang dilakukan sesuai dengan berita acara penerimaan. 

Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tersangka untuk 

mengevaluasi sejauh mana kebenaran dari keterangan yang diberikan tersangka 

dalam berita acara pemeriksaan (BAP), termasuk identitas tersangka, dengan tujuan 

untuk mencegah terjadinya error in persona. Salah tangkap merupakan masalah 

yang tidak baru, dan hal ini mencerminkan pelanggaran hak dalam sistem peradilan 
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pidana di berbagai tingkat pemeriksaan. Pada tahap penyelidikan, yang merupakan 

langkah awal dalam penetapan tersangka, proses ini memiliki peran yang sangat   

dalam siklus peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara pidana (KUHAP). Pasal 1 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 

melakukan penyidikan”. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidik sebagai aparat 

negara memiliki wewenang untuk menerima laporan, aduan, dan mencari 

keterangan serta barang bukti. Berdasarkan perintah penyidik, penyelidik juga 

dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 

penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan surat, serta membawa 

seseorang untuk dihadapkan kepada penyidik.  

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari empat sistem, di mana Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI) memiliki wewenang dominan dalam proses 

penyidikan. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip bahwa setiap tersangka berhak 

untuk diperiksa sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, di mana 

penyidikan harus berlandaskan pada prinsip hak atas proses yang adil (The Right of 

Due Process). Penyidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan isu penangkapan. 

Apabila terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 

penyidik (polisi) berhak membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa. Namun 

dalam praktiknya, penangkapan oleh polisi sering kali tidak sesuai dengan pedoman 

yang diatur dalam pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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(KUHAP), yang menyatakan bahwa: “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan 

dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan 

memperhatikan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah 

penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta 

tempat ia diperiksa”. Proses penyidikan yang melibatkan upaya paksa, termasuk 

penggunaan kekerasan untuk memaksa pengakuan dari tersangka, sering terjadi. 

Kesalahan atau kecerobohan dalam penyelidikan dan penyidikan yang tidak 

mematuhi peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan banyak kasus salah 

tangkap di Indonesia. Akibatnya, individu yang mengalami penangkapan ilegal 

menderita secara materiil, psikologis dan fisik serta menghadapi kritik dari 

masyarakat. 

Salah satu kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia menimpa empat 

orang pengamen dari Cipulir. Para terdakwa mengungkapkan dalam persidangan 

bahwa mereka telah disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku tindak 

pidana ketika diperiksa oleh penyidik. Selain itu, terdapat keterangan dari saksi 

yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para 

terdakwa, melainkan individu lain yang bernama Iyan, Brengos, dan Jubai. Dari 

keseluruhan kasus ini, dapat dilihat adanya beberapa isu penting, seperti dugaan 

penyiksaan terhadap terdakwa dan kemungkinan terjadinya salah tangkap yang 

dilakukan oleh penyidik. Salah tangkap terhadap empat remaja tersebut 

menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para terpidana, di mana mereka 

berhak mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasan, mengingat 
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mereka terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan yang tidak pernah mereka 

lakukan.3 

Suatu tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, yakni 

korban dari tindak pidana tersebut, yang dalam hal ini sering disebut sebagai 

"Terdakwa." Untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami, korban 

tindak pidana dapat menempuh prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ganti rugi tersebut dapat berupa hak atas 

restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. Ganti rugi ini mencakup pengembalian harta 

milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian 

biaya-biaya yang timbul akibat kerugian yang dialami oleh korban, penyediaan 

jaminan, serta pemenuhan hak-hak pemulihan. Selain itu, korban tindak pidana juga 

memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Menurut Pasal 1 Ayat (22) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Ganti kerugian adalah hak seseorang 

untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah 

uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadakan tanpa dasar yang 

sesuai dengan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang yang 

bersangkutan atau penerapan hukum yang tidak tepat, sesuai dengan prosedur 

yang diatur dalam undang-undang ini”.  

Salah satu kewajiban utama Indonesia adalah menjaga dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya. Negara harus memastikan terpenuhinya hak-hak 

warganya. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip "Tanggung Jawab 

 
3 Sofyan, A. M., Asia, A., & Illyas, H. A. (2020). Op.Cit, Hlm. 7. 
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Negara", di mana pemerintah wajib mempertanggungjawabkan secara hukum 

setiap tindakan yang merugikan masyarakat. Negara berkewajiban memberikan 

ganti rugi kepada korban akibat kesalahan aparat penegak hukum.  Dalam tanggung 

jawab negara, ada dua konsep penting: responsibility (kewajiban 

mempertanggungjawabkan tindakan) dan  liability (kewajiban memberi ganti rugi 

atas kerusakan). Tanggung jawab ini bersifat hukum, terkait hak dan kewajiban. 

Negara hukum harus menjunjung tinggi HAM, termasuk bagi pelanggar hukum, 

terutama sebelum putusan berkekuatan tetap. Namun, di Indonesia, banyak kasus 

salah tangkap yang hanya menjadi berita tanpa tindakan tegas terhadap aparat 

bersalah atau kompensasi memadai bagi korban. 

Salah satu kasus pembunuhan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di 

media sosial adalah kasus yang melibatkan Vina Dewi Arsita dan Muhammad 

Rizky di Cirebon. Dalam konteks ini, perhatian publik tertuju pada putusan bebas 

terhadap Pegi Setiawan, yang tercatat dalam Nomor Putusan 10/Pid.Pra/2024/PN 

Bandung. Menurut keputusan hakim tunggal, Eman Sulaeman, penetapan tersangka 

terhadap Pegi Setiawan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini 

disebabkan oleh bukti-bukti yang dinilai tidak cukup untuk menetapkan Pegi 

sebagai tersangka, sebagaimana disepakati oleh hakim. Alasan lain yang mendasari 

diterimanya praperadilan ini adalah tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan 

bahwa Pegi Setiawan pernah menjadi tersangka serta dipanggil tiga kali berturut-

turut hingga akhirnya menjadi daftar pencarian orang (DPO). Hakim menyatakan 

bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum, 

dengan pertimbangan bahwa "penetapan tersangka dilakukan pada hari berikutnya 
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setelah yang bersangkutan dijadikan DPO. Selain dua alat bukti, seharusnya ada 

pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu." penyidik dalam menangani 

kasus tersebut telah melakukan kesalahan yang signifikan dan tidak sesuai dengan 

prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Kesalahan dalam penangkapan 

yang dilakukan oleh pihak penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menjadi 

pelajaran penting bagi aparat kepolisian. Sebagai hikmah yang dapat diambil, para 

aparat kepolisian diharapkan tidak bertindak serampangan dalam melakukan 

penangkapan terhadap individu maupun masyarakat dalam penanganan perkara 

tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka seharusnya didasarkan pada 

bukti yang cukup, bukan semata-mata oleh tekanan dari masyarakat yang berjuang 

pada tindakan sembarangan dalam penangkapan. Kelalaian ini memiliki dampak 

yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. 

Tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur telah merugikan masyarakat, 

sehingga penting bagi pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas 

kepada penyidik dan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus ini.4 

Dengan adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat, 

terdapat ketertarikan untuk membahas isu hukum yang menjadi pokok bahasa 

dalam penulisan ini. Oleh karena itu, judul yang tepat untuk proposal ini adalah 

 
4 Rahani, S. (2024). Salah satu alasan Pegi Setiawan dibebaskan, Hal ini disuarakan kuasa hukum 

dan Eks wakapolri selama ini, ayo bandung .com. Tersedia pada 

https:/www.ayobandung.com/umum/7913083216/salah-satu-alasan-pegi-setiawan-dibebaskan-hal-

yang-disuarakan-kuasa-hukum-dan-eks-wakapolri-selama-ini?page=1 (Diakses: 9 Desember 2024, 

pukul 19:30). 
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“Pertanggungjawaban Negara Terhadap Hak Korban Salah Tangkap dalam 

Kasus Tindak Pidana”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul yang telah 

disebutkan diatas, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap 

pada kasus tindak pidana dalam perspektif hak asasi manusia?  

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara terhadap hak korban salah tangkap 

di Amerika, Inggris, dan Malaysia?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap hak korban 

salah tangkap dalam kasus tindak pidana berdasarkan perspektif hak asasi 

manusia.  

2. Membandingkan mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap korban 

salah tangkap di Amerika Serikat, Inggris dan Malaysia sebagai referensi 

dalam upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia.  
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dari penulisan hukum ini 

adalah dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap 

hak korban salah tangkap yang terjadi.  

2. Manfaat praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bentuk dan 

jenis hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap hak 

korban salah tangkap. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong 

peningkatan kinerja negara dalam memenuhi hak-hak korban dalam kasus 

tindak pidana. Selain itu, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi 

reformasi hukum yang diperlukan guna memperkuat perlindungan hak 

korban serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban negara.  
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BAB IV  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan 

bahwa praktik salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi 

manusia yang mengabaikan prinsip due process of law, asas praduga tidak 

bersalah, serta hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Meskipun 

Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional seperti ICCPR, 

DUHAM, dan Konvensi Anti Penyiksaan ke dalam peraturan perundang-

undangan nasional, implementasi perlindungan terhadap korban salah tangkap 

masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural. Kasus-kasus 

seperti yang dialami oleh Mbah Oman, Kusyanto, siswa suku Da’a, dan Pegi 

Setiawan menggambarkan bahwa kesalahan dalam proses hukum, mulai dari 

penangkapan tanpa bukti kuat hingga pemaksaan pengakuan dengan kekerasan, 

masih kerap terjadi. Peristiwa ini menegaskan adanya kesalahan sistematik 

dalam proses penyidikan dan penuntutan yang berpotensi merugikan hak asasi 

warga negara. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut mengungkapkan sejumlah 

hambatan, antara lain ketidaksinkronan regulasi, birokrasi yang rumit, 

kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sistem digitalisasi yang 

mendukung percepatan proses pemulihan. Bahkan setelah putusan inkrah, 

realisasi ganti rugi sering terkendala oleh persoalan administratif. Pemulihan 

terhadap korban tidak hanya mencakup aspek materiil, tetapi juga sosial dan 
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psikologis yang dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal. Korban 

masih menghadapi stigma sosial, tekanan mental, kehilangan mata pencaharian, 

serta minimnya dukungan negara dalam proses rehabilitasi. Terlebih bagi 

komunitas adat dan wilayah terpencil seperti di Pasangkayu, keterbatasan akses 

informasi hukum, pendampingan, dan biaya menjadi penghalang serius bagi 

korban untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian melalui mekanisme adat 

tanpa dukungan proses hukum formal mencerminkan kelalaian negara dalam 

memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah 

menguatkan prinsip konstitusional mengenai perlindungan HAM dan akses 

keadilan substantif. Namun, lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, 

minimnya sanksi terhadap pelaku salah tangkap, dan kurang efektifnya 

mekanisme pengawasan internal menunjukkan perlunya reformasi institusional 

secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun prosedur pengajuan ganti rugi 

dan rehabilitasi telah diatur dalam KUHAP, UU HAM, serta jalur administrasi 

pemerintahan, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap 

kebutuhan korban salah tangkap. Pertanggungjawaban negara belum 

memberikan keadilan substantif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan 

reformasi regulasi, penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan, serta 

peningkatan akses terhadap keadilan agar hak-hak korban dapat dipenuhi secara 

adil, cepat, dan transparan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak 

korban juga perlu diperkuat agar korban lebih memahami dan dapat mengakses 

mekanisme pemulihan secara efektif. 
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Berdasarkan analisis terhadap mekanisme pertanggungjawaban negara 

terhadap korban salah tangkap di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, serta 

kondisi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki 

pendekatan hukum yang berbeda dalam pemberian kompensasi dan rehabilitasi 

bagi korban. Amerika Serikat menunjukkan regulasi kompensasi yang relatif 

maju dan beragam, walaupun masih menghadapi kendala prosedural dan 

persyaratan pembuktian yang ketat. Inggris menerapkan sistem kompensasi 

yang komprehensif melalui mekanisme peradilan pidana dan perdata, meskipun 

akses dan biaya litigasi masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, 

Malaysia menempatkan perlindungan prosedural sebagai prioritas melalui 

jaminan konstitusional dan writ of habeas corpus, meskipun mekanisme 

kompensasi otomatis belum tersedia. Di Indonesia, walaupun terdapat payung 

hukum yang mengatur kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap, 

implementasinya belum mencapai tingkat yang memadai. Kompleksitas 

prosedural, birokrasi yang berlapis, serta nilai kompensasi yang tidak 

proporsional menyebabkan ketidakadilan bagi korban. Selain itu, dukungan 

rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial masih sangat terbatas dan belum 

menjadi bagian integral dari pendekatan hukum pidana. Bab ini menegaskan 

pentingnya rehabilitasi yang bersifat komprehensif bagi korban salah tangkap 

sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang tidak hanya mencakup 

kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan sosial, psikologis, dan profesional. 

Rehabilitasi tersebut meliputi pemulihan status hukum, pelayanan kesehatan 

mental, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, serta pengakuan publik dan 
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permintaan maaf resmi dari negara. Aspek ini sangat esensial dalam 

memulihkan martabat dan hak fundamental korban. Reformasi sistem peradilan 

pidana di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat mendesak untuk 

menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Revisi regulasi, 

khususnya KUHAP dan UU Kepolisian, harus menegaskan tanggung jawab 

aparat penegak hukum dalam verifikasi bukti, memperketat prosedur 

penyidikan, serta mempermudah mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dengan 

prosedur yang sederhana dan tidak memberatkan psikologis korban. Penguatan 

standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan 

teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam menekan potensi terjadinya 

salah tangkap. Namun demikian, tantangan utama masih berkaitan dengan 

impunitas aparat yang bersifat sistemik akibat lemahnya akuntabilitas. Oleh 

karena itu, reformasi akuntabilitas aparat penegak hukum harus dilakukan 

secara menyeluruh dengan membangun budaya kerja yang profesional, 

transparan, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Penyederhanaan proses pemberian kompensasi yang selama ini bersifat 

birokratis dan lamban juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar 

perlindungan dapat diberikan secara cepat dan adil kepada korban. 

Pembentukan dana kompensasi khusus dan peran lembaga independen dapat 

menjadi solusi efektif untuk menjamin keadilan restoratif yang lebih optimal. 

Secara keseluruhan, upaya perlindungan terhadap korban salah tangkap harus 

bersifat menyeluruh, inklusif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. 

Reformasi hukum dan budaya dalam sistem peradilan pidana perlu 
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diprioritaskan agar negara mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam 

melindungi hak asasi manusia dan memulihkan martabat korban secara 

menyeluruh. 

B. SARAN  

1. Negara wajib menetapkan standar prosedur yang ketat dalam penyidikan, 

penangkapan, dan penahanan, serta memastikan aparat penegak hukum 

memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana dan standar pembuktian.  

2. Diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang transparan 

guna memastikan akuntabilitas aparat serta mencegah terjadinya impunitas. 

3. Tata cara pengujian ganti rugi harus disederhanakan, disertai dengan 

penyedia bantuan hukum cuma-cuma bagi korban yang tidak mampu. 

4. Perlu dibentuk lembaga independen di bawah Komnas HAM, dan LPSK 

harus dioptimalkan dalam memberikan pendampingan serta perlindungan 

terhadap hak-hak korban.  

5. Negara berkewajiban menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, 

meliputi kompensasi finansial, rehabilitasi psiko sosias, serta pemulihan 

nama baik.  
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151. 

PERATURAN PEMERINTAH 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan 

Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Berat. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

212. 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab 
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